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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Seluruh instansi pemerintah baik pusat 

maupun daerah diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas kinerja instansi dan 

membuat Laporan Kinerja Instansi. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja 

dilakukan setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban instansi 

pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang sekaligus sebagai 

evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran. 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019, sasaran Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi adalah 

"Terwujudnya Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan 

tempat berusaha yang layak dan ditetapkannya Kawasan Transmigrasi" dan bertujuan 

untuk: 

1. Menetapkan kawasan transmigrasi dan meningkatkan peran serta lembaga 

pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat; 

2. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan 

transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah sampai dengan pengurusan hak 

atas tanah; 

3. Mewujudkan perencanaan kawasan transmigrasi berupa perencanaan Wilayah 

Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi 

(LPT), Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Perencanaan 

Teknis Satuan Permukiman (RTSP), Perencanaan Sarana dan Prasarana, serta 

Perencanaan Pengembangan Masyarakat (Renbangmas); 

4. Mewujudkan permukiman transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat 

berusaha yang layak dan pembangunan infrastruktur kawasan yang dapat 
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mengintegrasikan antar permukiman dalam satu kesatuan sistem pengembangan 

ekonomi; 

5. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi yang terarah, tertib dan 

serasi untuk mengurangi tekanan kependudukan daerah asal dan memenuhi 

kebutuhan SDM di kawasan transmigrasi; 

6. Melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen Direktorat Jenderal PKP2Trans. 

Untuk mencapai misi yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan 

Renstra Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 maka disusun 

Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019.  Sebagai acuan dalam penyusunan 

PKT Ditjen PKP2Trans Tahun 2010 adalah Peraturan Menteri Pedayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagaimana tabel 

berikut: 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 
Terbangunnya 
permukiman transmigrasi 
dalam kawasan 
transmigrasi sebagai 
tempat tinggal dan tempat 
berusaha yang layak 

1 Jumlah kawasan yang 
berpotensi untuk dibangun 
dan dikembangkan 

10 Kawasan 

2 Jumlah permukiman 
transmigrasi yang dibangun 
dan siap dimanfaatkan 
sebagai tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang layak 

62 SP 

Terselesaikannya tindak 
lanjut temuan hasil 
pemeriksaan ekternal dan 
Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) 

3 Persentase rekomendasi 
temuan hasil pemeriksaan 
eksternal dan APIP yang 
selesai ditindaklanjuti (Sistem 
Pengendalian Internal dan 
Kepatuhan terhadap 
Perundang-udangan) 

10% 

 

Pengukuran capaian kinerja pelaksanaan  Program Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 berpedoman pada dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahunan  yang telah disepakati dan ditandatangani antara Menteri 

Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi pada bulan Januari 2019 dengan 

pertimbangan bahwa Indikator Kinerja Program telah disepakati oleh Bappenas dan 

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung 

terwujudnya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  dan 

Renstra Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi  Tahun 2015-2019 khususnya Bidang 

Ketransmigrasian. 
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Dengan berpedoman pada PKT Tahun 2019, realisasi capaian Indikator Kinerja 

Utama Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, 

disajikan pada tabel berikut: 
 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA TARGET REALISA

SI % 

Terbangunnya 
permukiman 
transmigrasi dalam 
kawasan 
transmigrasi 
sebagai tempat 
tinggal dan tempat 
berusaha yang 
layak 

1 Jumlah kawasan yang 
berpotensi untuk 
dibangun dan 
dikembangkan 

10 

Kawasan 
12 

Kawasan 120% 

2 Jumlah permukiman 
transmigrasi yang 
dibangun dan siap 
dimanfaatkan sebagai 
tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang 
layak 

62 SP 61 SP 98,22% 

 TOTAL 109,11% 

Terselesaikannya 
tindak lanjut 
temuan hasil 
pemeriksaan 
ekternal dan 
Aparat Pengawas 
Internal 
Pemerintah (APIP) 

3 Persentase 
rekomendasi temuan 
hasil pemeriksaan 
eksternal dan APIP 
yang selesai 
ditindaklanjuti (Sistem 
Pengendalian Internal 
dan Kepatuhan 
terhadap Perundang-
udangan) 

10% 50,26% 502,6% 

 

Dari tabel tersebut nampak bahwa kinerja Program Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi dapat memenuhi target sebagaimana yang 

telah ditetapkan pada PKT Tahun 2019. Target RPJMN untuk indikator kawasan yang 

berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan dari target sejumlah 10 Kawasan, 

terealisasi sejumlah 12 Kawasan atau 120%, indikator jumlah permukiman transmigrasi 

yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak 

dari target sejumlah 62 SP terealisasi sejumlah 61 SP atau 98,22%. 

Dukungan anggaran Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 sebesar Rp 390.118.518.000,- (tiga ratus 

sembilan puluh milyar seratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). 

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan di Pusat sebesar Rp 142.992.247.000,- 

(seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus 

empat puluh tujuh ribu rupiah) atau 36,65% dan Daerah sebesar Rp 247.126.271.000,- 

(dua ratus empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh 
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satu ribu rupiah) atau 63,35%. Hingga posisi 31 Desember 2019, realisasi anggaran 

sebesar Rp  381.191.419.310,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar seratus sembilan 

puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau 97,71%, 

disajikan pada  tabel berikut: 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PAGU (Rp) 
REALISASI 

KEUANGAN (Rp) % 
1 Jumlah kawasan yang 

berpotensi untuk dibangun 
dan dikembangkan 

73.244.011.448 72.350.895.952 98,78% 

2 Jumlah permukiman 
transmigrasi yang dibangun 
dan siap dimanfaatkan 
sebagai tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang 
layak 

316.874.506.552 308.840.523.358 97,46% 

TOTAL   97,71% 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR  BELAKANG 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 

2015-2019 menetapkan bahwa transmigrasi merupakan bagian dari Bidang 

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang dengan prioritas bidang pembangunan 

perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah serta mendukung 

Nawacita Presiden ke 3, yaitu “Membangun Indonesia Dari Pinggiran dengan 

memperkuat Daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara  Kesatuan”. 

Transmigrasi tidak lagi semata-mata untuk solusi masalah kepadatan penduduk 

tetapi lebih diarahkan untuk pembangunan kawasan. 

Sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen 

PKP2Trans) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan dalam 

pembangunan transmigrasi dengan memprioritaskan pada upaya pemanfaatan 

dan pengelolaan potensi sumber daya alam melalui pengintegrasian 

pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai hinterland 

dengan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam 

satu kawasan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan di bidang 

transmigrasi meliputi aspek wilayah dan tata ruang serta aspek sumber daya 

manusia yang mampu memberikan kontribusi secara nyata dan terukur dalam 

pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam 

rangka meningkatkan daya saing daerah. 

Selaku bagian dari  penyelenggaraan Pemerintahan dan bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun, Direktorat Jenderal PKP2Trans diwajibkan menyusun 

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja memuat penjelasan tentang 

keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka 

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dapat diuraikan sebagai berikut : 

A. Tugas 

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

B. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan 

transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;  

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan 

transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi,dan penataan persebaran penduduk;  

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan 

potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan 

pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, 

pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran 

penduduk;  

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan 

potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan 

pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, 
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pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran 

penduduk;  

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi 

kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan 

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  
 

C. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT ESELON II 

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi, terdiri atas: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal 

a. Tugas  

Memberikan pelayanan administratif teknis dan kepada semua unsur 

satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 

b. Fungsi  

1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kawasan dan 

pembangunan permukiman transmigrasi; 

2) Pengelolaan data dan informasi; 

3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara 

Direktorat Jenderal; 

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; 

5) Penyiapan penyusunan rencana peraturan perundang-

undangan dan advokasi hukum; dan 

6) Penataan organisasi dan tata laksana. 

 

 



Laporan Kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 |  4 

 

 
 

2. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di 

bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi 

kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, 

serta mediasi dan kerjasama antar daerah. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan 

informasi potensi kawasan, avokasi kawasan, perencanaan 

kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan 

kerjasama antar daerah; 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan 

informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan 

kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan 

kerjasama antar daerah; 

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan , advokasi 

kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, 

serta mediasi dan kerjasama antar daerah; 

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di  bidang 

identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, 

perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta 

mediasi dan kerjasama antar daerah; 

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di  bidang identifikasi dan 

informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan 

kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan 

kerjasama antar daerah; 

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 

Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; dan 

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal. 
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3. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi 

a. Tugas 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan di bidang perencanaan teknis 

satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan 

permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta 

perencanaan pengembangan masyarakat.  

b. Fungsi 

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bidang perencanaan 

teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis 

satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana 

kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis 

satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan 

permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, 

serta perencanaan pengembangan masyarakat; 

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, 

perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana 

dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan 

masyarakat; 

4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, 

perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana 

dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan 

masyarakat; 

5) Pelaksaaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan 

teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis 

satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana 

kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; 

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; 

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. 
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4. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi 

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan 

tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.  

b. Fungsi 

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi 

pencadangan, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan 

tanah, serta dokumentasi penyeiaan tanah; 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi 

pencadangan, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan 

tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; 

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang fasilitasi pencadangan, identifikasi dan penataan tanah, 

pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyeiaan tanah; 

4) Pelaksana bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi 

pencadangan, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan 

tanah, serta dokumentasi penyeiaan tanah;  

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; 

dan 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. 
 

5. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi  

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di 

bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan 

evaluasi sarana permukiman. Penyiapan dan evaluasi prasarana 

permukiman, serta kelayakan permukiman.  

b. Fungsi 

1)  Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan 

evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana 

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana Permukiman, 

serta kelayakan permukiman; 
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2)  Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan 

evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana 

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana Permukiman, 

serta kelayakan permukiman; 

3)  Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan 

dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi 

prasarana Permukiman, serta kelayakan permukiman; 

4)  Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan 

evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana 

Permukiman, serta kelayakan permukiman; 

5)  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan 

evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana 

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, 

serta kelayakan permukiman; 

6)  Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 

Pembangunan Permukiman; dan 

7)  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal. 
 

6. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk 

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di 

bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan 

penduduk setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan dan 

adaptasi. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan 

perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk 

setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi; 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan 

perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk 

setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi; 

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran 
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dan penduduk setempat. Pelayanan perpindahan serta 

penataan dan adaptasi; 

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan 

penduduk setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan 

dan adaptasi;  

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan 

perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk 

setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi;  

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 

Penataan Persebaran Penduduk; dan 

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Strukur organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi menurut Peraturan Menteri Desa 

Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disajikan pada diagram berikut: 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 
Permukiman Transmigrasi 

DIREKTUR JENDERAL 
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN 

PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
R. HARI PRAMUDIONO, SH, MM

DIREKTUR 
PENATAAN 

PERSEBARAN 
PENDUDUK

Ir. ANTO PRIBADI, 
MM, MMSi

DIREKTUR 
PEMBANGUNAN 
PERMUKIMAN 

TRANSMIGRASI

Ir. SOFYAN HANAFI, 
M. Si

DIREKTUR 
PENYEDIAAN TANAH 

TRANSMIGRASI

Drs. NIRWAN AHMAD 
HELMI, MM

DIREKTUR  
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAN 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN 
TRANSMIGRASI

Dr. R. BAMBANG 
WIDYATMIKO, S.Si, 

MT

DIREKTUR BINA 
POTENSI KAWASAN 

TRANSMIGRASI

Ir. DANTON GINTING 
MUNTHE, MM

SESDITJEN

Dr. Ir. CHAMIDUN DAIM, MBA
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Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja Eselon II : 

1. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; 

2. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi; 

3. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; 

4. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;  

5. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk; 

6. Sekretariat Direktorat Jenderal. 

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi dapat dilihat sebagaimana lampiran 1 (Struktur 

Organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi). 

 

D. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 

Anggaran 2019 adalah: 

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan ekternal organisasi, Laporan 

Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembagunan Permukiman Transmigrasi di Tahun 

2019. 

2. Aspek Menejamen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana 

evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/Unit Kerja dalam upaya 

perbaikan kinerjanya di masa mendatang. 

 

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tugas dan fungsi, struktur 

organisasi, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian. 

2. Bab II Perencanaan Kinerja, terdiri dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019, 

Rencana Kinerja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 
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3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, 

dan Capaian Kinerja Lainnya. 

4. Bab IV Penutup, bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan 

dan kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi yang dirangkum ke dalam kesimpulan dan saran 

terhadap Akuntabilitas Kinerja. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Tahun 2019 ditetapkan 

berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya, 

lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan ke depan, kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan, serta beban tugas Direktorat Jenderal PKP2Trans. 
 

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN 

KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 

1. Tujuan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi 

a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan 

transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah sampai dengan pengurusan 

hak atas tanah; 

b. Mewujudkan perencanaan kawasan transmigrasi berupa perencanaan 

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau LPT, perencanaan SKP, 

perencanaan teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana serta 

perencanaan SDM; 

c. Mewujudkan permukiman transmigrasi yang layak dan infrastruktur kawasan 

yang dapat mengintegrasikan antar permukiman dalam satu kesatuan sistem 

pengembangan ekonomi; 

d. Meningkatkan peran serta lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah 

dan masyarakat melalui promosi, publikasi dan motivasi serta mediasi; 

e. Mendorong perpindahan dan penempatan transmigrasi yang terarah, tertib 

dan serasi untuk mengurangi tekanan kependudukan daerah asal dan 

memenuhi kebutuhan SDM di kawasan transmigrasi; 

f. Melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen Direktorat Jenderal. 
 

2. Sasaran 

a. Tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi dalam 

rangka pembangunan perdesaan; 

b. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan rencana 

penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; 
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c. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan 

hidup melalui pembangunan kawasan transmigrasi dalam bentuk WPT atau 

LPT yang layak; 

d. Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam 

dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan transmigrasi; 

e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

f. Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan 

pembangunan permukiman transmigrasi dan perpindahan transmigrasi. 

 

3. Kebijakan  

Kebijakan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi untuk mencapai tujuan pembangunan 

ketransmigrasian adalah mengembangkan potensi sumber daya alam 

perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan 

sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk WPT atau Lokasi 

Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan 

penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan 

peluang usaha di kawasan transmigrasi. Secara umum strategi yang ditempuh 

dalam menjabarkan kebijakan tersebut adalah: 

a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran 

permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada 

kawasan potensial dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada 

untuk membentuk atau mendukung Kawasan Perkotaan Baru (KPB) 

dengan skema ‘Kota Terpadu Mandiri (KTM)’; 

b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan 

permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri; 

c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha 

dengan masyarakat di kawasan transmigrasi; 

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan 

peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi; 

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta 

pembekalan mental dan etos kerja; 

f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran; 

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah. 

 



Laporan Kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 |  13 

 

4. Strategi 

a. Mempercepat pekerjaan agar penempatan transmigrasi tidak selalu 

menumpuk di akhir tahun. Langkah yang ditempuh: 

1) Mencermati dan menelaah DIPA dan POK sebagai antisipasi terhadap 

adanya kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan program dan 

anggaran, sehingga sedini mungkin dapat dieliminasi; 

2) Menetapkan pengelola anggaran termasuk pembentukan panitia lelang 

dan panitia penerima barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

3) Mempersiapkan lelang pekerjaan fisik jadwal yang ditetapkan. 

b. Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

dengan melakukan pengendalian secara berjenjang; 

c. Menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan: 

1) Mewajibkan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota penerima Dana 

Tugas Pembantuan untuk menyampaikan laporan kegiatan fisik dan 

keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2) Menertibkan pemanfaatan barang-barang yang diperoleh melalui dana 

APBN yang merupakan barang milik negara. Oleh karena itu, pelaporan 

pengadaan dan mutasi barang harus disampaikan ke Pusat secara 

tertib. 

d. Perencanaan teknis permukiman dan penempatan transmigrasi 

dilaksanakan dengan: 

1) Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten; 

2) Memenuhi kriteria clear dan clean (2 C); 

3) Mengedepankan pendekatan sosial budaya, dalam arti sudah menjadi 

kesepakatan hasil musyawarah dengan penduduk setempat yang 

dituangkan dalam berita acara musyawarah yang disahkan dengan 

Keputusan Badan Perwakilan Desa; 

4) Diprioritaskan kepada kawasan yang sudah ada SP-nya terdapat sisa 

areal HPL; 

5) Diprioritaskan kepada calon lokasi yang mempunyai aksesibilitas yang 

baik  dan didukung oleh program sektor lain terkait; 

6) Berada di kawasan yang sudah ada kerjasama atau potensial untuk 

dikerjasamakan dengan memprioritaskan pihak swasta. 
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e. Penyediaan tanah transmigrasi yang memenuhi kriteria clear dan clean 

(2C) dan Layak huni, layak berkembang, layak usaha (3L); 

f. Membangun komitmen para stakeholders penyelenggaraan transmigrasi 

(pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan lembaga keuangan); 

g. Menyiapkan pembangunan yang memenuhi spesifikasi teknis yang 

ditetapkan; 

h. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan yang baik, melalui seleksi yang 

mengacu pada Peraturan Menakertrans Nomor: 208/MEN/2004 tentang 

Persyaratan Calon Transmigran serta Siap Terima Penempatan (STP) 

harus diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang memberi kewenangan 

berdasarkan pemberitahuan kesiapan layak huni dari Bupati dan hasil 

penilaian Tim Layak Huni. 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 

Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan proses penyusunan indikator 

kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis sebagaimana mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Rencana kerja merupakan dasar bagi penyusunan dokumen 

penetapan kinerja. Berdasarkan rencana kinerja tersebut maka dapat diajukan dan 

disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. 

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan 

ukuran kinerja yang merupakan kesanggupan dari Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mewujudkan tujuan 

penyiapan kawasan transmigrasi dan pembangunan permukiman bagi 

transmigran. 

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 2.1 
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2019 

 

PRIORITAS NASIONAL 

KODE PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS 
ALOKASI 2019 

(RIBU) 

01 
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan 
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 

4.364.350,0 

01.01      Percepatan Pengurangan Kemiskinan 4.364.350,0 

02 
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui 
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 

273.589.882,0 

02.03 
     Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  
     dan Desa 

273.589.882,0 

Total 277.954.232,0 

 

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

(IKP) 

KODE 
SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM (IKP) 
TARGET 

2019 
ALOKASI 

2019 (RIBU) 

01 
Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam 
kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang layak 

 
390.118.518,0 

01.01 
     Jumlah Kawasan Transmigrasi yang  
     Berpotensi untuk Dibangun dan Dikembangkan 

10  

01.02 
     Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun  
     dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal     
     dan tempat berusaha yang layak 

62  

Total  390.118.518,0 

 

OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 

KODE PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS 
ALOKASI 2019 

(RIBU) 

01 
Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam 
kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang layak 

390.118.518,0 

01.01 
     Jumlah Kawasan Transmigrasi yang  
     Ditetapkan 

 

01.02      Jumlah Satuan Permukiman yang Dibangun  

Total 390.118.518,0 

 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

Perjanjian Kinerja ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mencapai sasaran program Terbangunnya permukiman transmigrasi 
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dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha 

yang layak. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019, 

telah disepakati antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi dengan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi yang ditandatangani pada Perjanjian Kinerja Tahun 

2019 sebagaimana Tabel 2.2: 
 

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 

SASARAN PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET SATUAN 

Terbangunnya permukiman 

transmigrasi dalam kawasan 

transmigrasi sebagai tempat 

tinggal dan tempat  

berusaha yang layak  

Jumlah Kawasan 

Transmigrasi yang 

Berpotensi untuk Dibangun 

dan Dikembangkan 

10 kawasan 

Jumlah permukiman 

transmigrasi yang dibangun 

dan siap dimanfaatkan 

sebagai tempat tinggal dan 

tempat berusaha yang 

layak 

62 SP 

 Persentase rekomendasi 

temuan hasil pemeriksaan 

eksternal dan APIP yang 

selesai ditindaklanjuti 

(Sistem Pengendalian 

Internal dan Kepatuhan 

terhadap Peraturan 

Perundang-undangan) 

10 % 

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2019 telah disepakati 

Perjanjian Kinerja kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, sebagaimana 

dijabarkan pada tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 

SASARAN PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET SATUAN 

Terselenggaranya 
Dukungan Manajemen dan 
Layanan Teknis lainnya di 

Nilai Kesesuaian atas 
Penyajian Laporan 
Keuangan dan BMN Ditjen 

4 
(SAP 

100%) 
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SASARAN PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET SATUAN 

lingkungan Ditjen 
PKP2Trans 

PKP2Trans berdasarkan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dari hasil 
evaluasi Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) 

 Nilai SAKIP 75  
    
 Persentase penyampaian 

laporan satuan kerja di 
lingkungan Ditjen 
PKP2Trans yang tepat 
waktu  sesuai dengan 
ketentuan 

100 % 

 Persentase ASN di 
lingkungan Ditjen 
PKP2Trans yang mengikuti 
pengembangan kompetensi 
per tahun 

15 % 

 Nilai rata-rata SKP ASN di 
lingkungan Ditjen 
PKP2Trans 

89 % 

 Nilai Kinerja atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja 
dan Anggaran Ditjen 
PKP2Trans 

76  

 Persentase Kesesuaian 
sasaran RENJA  yang 
diprogramkan dalam RKA 
Ditjen PKP2Trans 

93 % 

 Rata-rata revisi DIPA di 
lingkungan Ditjen 
PKP2Trans 

2 kali 

 Tingkat kepuasan aparatur 
lingkup Ditjen PKP2Trans 
atas pelayanan teknis dan 
dukungan manajemen 

5  

    
Penataan Persebaran 
Penduduk di Kawasan 
Transmigrasi 

Jumlah Satuan Permukiman 
yang tertata persebaran 
penduduknya pada 
kawasan transmigrasi 

22 SP 

    
Tersedianya tanah 
transmigrasi 

Luasan tanah Satuan 
Permukiman yang difasilitasi 
pengurusan penerbitan HPL 

15.000 Hektar 
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SASARAN PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET SATUAN 

 Luas tanah yang difasilitasi 
untuk pencadangan 
transmigrasi 

15.000 Hektar 

 Permukiman transmigrasi 
yang tanahnya 
didokumentasikan 

23 SP 

    
Terbangunnya permukiman 
transmigrasi dalam 
kawasan transmigrasi yang 
telah ditetapkan 

Jumlah  satuan permukiman 
transmigrasi (SP Baru ,SP 
Pugar, dan SP 
Tempatan)yang dibangun 
dan fungsional di kawasan 
transmigrasi 

62 SP 

    
Tersedianya dokumen 
rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi 

Jumlah dokumen rencana 
Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi 

25 Dokumen 

    
Terbangunnya permukiman 
transmigrasi dalam 
kawasan transmigrasi 
sebagai tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang layak 

Jumlah kawasan yang 
dapat dibangun dan 
dikembangkan melalui 
program transmigrasi 

10 Kawasan 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. CAPAIAN KINERJA 

 

1. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja 

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) 

Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian 

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat 

Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

Tahun 2019 dengan realisasinya. Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka 

pencapaian Indikator Kinerja dan Target ditetapkan berdasarkan Metode Skoring 

sebagai berikut: 

➢ Sangat berhasil : ≥ 95% 

➢ Berhasil  : 80 – 95% 

➢ Cukup berhasil : 60 – 79% 

➢ Kurang berhasil : < 60% 

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 berdasarkan hasil 

pengukuran sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA TARGET REALISA

SI % 

Terbangunnya 
permukiman 
transmigrasi dalam 
kawasan 
transmigrasi 
sebagai tempat 
tinggal dan tempat 
berusaha yang 
layak 

1 Jumlah kawasan yang 
berpotensi untuk 
dibangun dan 
dikembangkan 

10 

Kawasan 
12 

Kawasan 120% 

2 Jumlah permukiman 
transmigrasi yang 
dibangun dan siap 
dimanfaatkan sebagai 
tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang 
layak 

62 SP 61 SP 98,22% 

 TOTAL 109,11% 
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SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA TARGET REALISA

SI % 

Terselesaikannya 
tindak lanjut 
temuan hasil 
pemeriksaan 
ekternal dan 
Aparat Pengawas 
Internal 
Pemerintah (APIP) 

3 Persentase 
rekomendasi temuan 
hasil pemeriksaan 
eksternal dan APIP 
yang selesai 
ditindaklanjuti (Sistem 
Pengendalian Internal 
dan Kepatuhan 
terhadap Perundang-
udangan) 

10% 50,26% 502,6% 

 

Tingkat capaian kinerja Unit Eselon II yang mendukung capain kinerja Direktorat 

Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut: 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET REALISASI % 

Terselenggaranya 
Dukungan 
Manajemen dan 
Layanan Teknis 
lainnya di lingkungan 
Ditjen PKP2Trans 

Nilai Kesesuaian atas 
Penyajian Laporan 
Keuangan dan BMN 
Ditjen PKP2Trans 
berdasarkan Standar 
Akuntansi Pemerintah 
(SAP) dari hasil 
evaluasi Aparat 
Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP) 

4 
(SAP 100%) 

4 100 

 Nilai SAKIP 75 81,90 109,2 
     
 Persentase 

penyampaian laporan 
satuan kerja di 
lingkungan Ditjen 
PKP2Trans yang tepat 
waktu  sesuai dengan 
ketentuan 

100% 100% 100 

 Persentase ASN di 
lingkungan Ditjen 
PKP2Trans yang 
mengikuti 
pengembangan 
kompetensi per tahun 

15% 15% 100 

 Nilai rata-rata SKP 
ASN di lingkungan 
Ditjen PKP2Trans 

89% 89% 100 

 Nilai Kinerja atas 
Pelaksanaan Rencana 

76 87,06 114,55 
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SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET REALISASI % 

Kerja dan Anggaran 
Ditjen PKP2Trans 

 Persentase 
Kesesuaian sasaran 
RENJA  yang 
diprogramkan dalam 
RKA Ditjen 
PKP2Trans 

93% 93% 100 

 Rata-rata revisi DIPA 
di lingkungan Ditjen 
PKP2Trans 

2 kali kali 100 

 Tingkat kepuasan 
aparatur lingkup Ditjen 
PKP2Trans atas 
pelayanan teknis dan 
dukungan manajemen 

5 5 100 

     
Penataan Persebaran 
Penduduk di 
Kawasan 
Transmigrasi 

Jumlah Satuan 
Permukiman yang 
tertata persebaran 
penduduknya pada 
kawasan transmigrasi 

22 SP 22 SP 100 

     
Tersedianya tanah 
transmigrasi 

Luasan tanah Satuan 
Permukiman yang 
difasilitasi pengurusan 
penerbitan HPL 

15.000 Ha 15.334 Ha 102,30 

 Luas tanah yang 
difasilitasi untuk 
pencadangan 
transmigrasi 

15.000 Ha 
19.737,85 

Ha 
131,59 

 Permukiman 
transmigrasi yang 
tanahnya 
didokumentasikan 

23 SP 23 SP 100 

     
Terbangunnya 
permukiman 
transmigrasi dalam 
kawasan transmigrasi 
yang telah ditetapkan 

Jumlah  satuan 
permukiman 
transmigrasi (SP Baru 
,SP Pugar, dan SP 
Tempatan)yang 
dibangun dan 
fungsional di kawasan 
transmigrasi 

62 SP 61 SP 100 
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SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

TARGET REALISASI % 

Tersedianya 
dokumen rencana 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Transmigrasi 

Jumlah dokumen 
rencana 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan Transmigrasi 

25 
Dokumen 

25 
Dokumen 

100 

     
Terbangunnya 
permukiman 
transmigrasi dalam 
kawasan transmigrasi 
sebagai tempat 
tinggal dan tempat 
berusaha yang layak 

Jumlah kawasan 
yang dapat dibangun 
dan dikembangkan 
melalui program 
transmigrasi 

10 Kawasan 
12 

Kawasan 
120 

     

 

 

Analisis Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi 

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) pada Tahun 2019 

sebesar 109,11% atau Sangat Berhasil. Capaian kinerja di atas merupakan 

capaian dari indikator kinerja utama Ditjen PKP2Trans yang tertuang pada 

Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2019 Direktur Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi yang disetujui Menteri 

Desa, PDT, dan Transmigrasi. Terdapat 2 (dua) sasaran program Ditjen 

PKP2Trans yang meliputi 3 (tiga) indikator kinerja utama. 

Sasaran program pertama yaitu terbangunnya permukiman transmigrasi 

dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang 

layak. Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

mendukung, antara lain (1) Jumlah kawasan yang dapat dibangun dan 

dikembangkan melalui program transmigrasi yang memiliki target sebanyak 10 

kawasan transmigrasi, dan (2) Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun 

dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak 

yang memiliki target 62 Satuan Permukiman (SP). Capaian IKU pertama hingga 

akhir tahun 2019 adalah berhasilnya penetapan 12 kawasan transmigrasi dari 

target 10 kawasan transmigrasi. Proses penetapan kawasan transmigrasi tahun 

2019 terbagi pada 2 (dua) tahap penetapan, dimana penetapan pertama dilakukan 
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untuk 7 kawasan transmigrasi yang terealisasi pada bulan Agustus 2019 dan 

penetapan kedua sebanyak 5 kawasan transmigrasi yang terealisasi ada bulan 

Desember 2019. Adapun daftar kawasan trasnmigrasi yang ditetapkan pada tahun 

2019 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Penetapan Kawasan Transmigrasi Tahun 2019 

No Kawasan Kabupaten Provinsi Keterangan 

TAHAP 1 (Keputusan Menteri Desa, PDTT No 87 Th 2019 Tgl 16 Agustus 2019) 
1. Ranah Balingka Beremas Pasaman Barat Sumatera Barat  

2. Air Balui – Jud Nganti Musi Banyuasin Sumatera Selatan  

3. Muara Komam Paser Kalimantan Timur  

4. Selaparang Lombok Timur 
Nusa Tenggara 
Barat 

 

5. Matajang Enrekang Sulawesi Selatan  

6. Wara Palopo Sulawesi Selatan  

7. Maba Halmahera Timur Maluku Utara  

TAHAP 2 (Keputusan Menteri Desa, PDTT No 132 Th 2019 Tgl 20 Desember 2019) 
1. Ngambur  Pesisir Barat Lampung  
2. Arut Selatan dan 

Kotawaringin Lama 
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 

 

3. 
Komodo-Sano Nggoang Manggarai Barat Nusa Tenggara 

Timur 
 

4. Sapalewa Maluku Tengah Maluku  

5. Prafi Manokwari Papua Barat  
Sumber : Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, 2019 

 

Proses penetapan kawasan transmigrasi dimulai dengan surat usulan 

Bupati dari daerah yang ditujukan kepada Menteri Desa, PDT, dan 

Transmigrasi dilampirkan peta usulan, kemudian dilakukan pengumpulan, 

pengolahan data, dan penyajian peta kawasan transmigrasi yang dianalisa dari 

peta-peta usulan kawasan transmigrasi yang di-overlay dengan peta RBI 

1:50.000 untuk mengetahui kesesuaiannya. Dalam proses ini melibatkan pihak 

Badan Informasi Geospasial untuk mendapatkan data dukung peta RBI yang 

terbaru. Tahap selanjutnya adalah penilaian dan penetapan kawasan 

transmigrasi, dengan melakukan pencermatan berkas usulan terdiri dari Surat 

Usulan Bupati dan Surat Rekomendasi Gubernur dan data-data pendukung 

lain, lalu dilakukan koordinasi dengan Dinas Ketransmigrasian Daerah serta 

koordinasi internal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi guna proses pengesahan Keputusan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang penetapan 

kawasan transmigrasi. 
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Ditjen PKP2Trans memiliki business process yang mendukung kegiatan 

satu sama lain. Apabila ada satu kegiatan yang belum selesai maka dapat 

berdampak secara signifikan terhadap kegiatan setelahnya. Capaian IKU kedua 

terkait permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional. Pembangunan 

yang termasuk di dalamnya merupakan pembangunan fisik baik RTJK dan juga 

fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan fasilitas umum, jalan, 

jembatan, sarana air bersih, drainase, dan embung. Pembangunan fisik yang 

sudah selesai dapat dikatakan fungsional ketika output dapat dimanfaatkan oleh 

para transmigran. Pada tahun 2019, progres pencapaian pembangunan satuan 

permukiman yang layak dan fungsional mencapai 61 SP dari target 62 SP 

(98,22%). Pembangunan fisik pendukung satuan permukiman telah 

dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun beberapa di antaranya masih 

belum berjalan secara optimal. Adapun realisasi pembangunan fisik pendukung 

satuan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan data rinci dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Kegiatan Fisik Pembangunan Permukiman Transmigrasi  
Posisi Desember 2019 

 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan satuan 

permukiman dapat dikatakan fungsional adalah ketika output dapat dimanfaatkan 

oleh para transmigran, pada tahun 2019 terdapat 1 SP yaitu lokasi Tinauka SP.3, 

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang pembangunannya tidak 
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sampai selesai. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah mengalami 

hambatan pada pembukaan lahan, pembangunan RTJK, dan pembangunan 

sumur gali yang mengakibatkan tidak terealisasinya penempatan transmigran di 

lokasi Tinauka SP.3, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 

Keberhasilan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 merupakan 

hasil dari teamwork seluruh elemen Ditjen PKP2Trans sebagai dukungan 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam 

RKA K/L dan Rencana Kerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019. Berikut disampaikan 

capaian kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 

yang mendukung pencapaian IKU: 

 

Gambar 3.1 Ilustrasi Capaian Kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 

 

2. Persandingan Realisasi Kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun Anggaran 2019  

dengan Tahun Sebelumnya 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi mengalami perubahan di masa RPJMN 

2015-2019. IKU Ditjen PKP2Trans pada tahun 2015 dan 2016 sedikit mengalami 
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perbedaan dengan IKU tahun 2017-2019, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 

terdapat perubahan IKU di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 127 Tahun 2017 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun IKU Ditjen 

PKP2Trans pada tahun 2015 dan 2016 adalah (1) Jumlah Transmigran yang 

difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi; dan (2) Jumlah 

Kawasan yang ditetapkan Menteri. Sedangkan IKU Ditjen PKP2Trans pada tahun 

2017-2019 yaitu (1) Jumlah kawasan yang berpotensi untuk dibangun dan 

dikembangkan; dan (2) Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap 

dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Secara 

garis besar, IKU Ditjen PKP2Trans tahun 2015 dan 2016 dengan 2017 hingga saat 

ini masih sama yaitu terkait penetapan kawasan transmigrasi dan pembangunan 

satuan permukiman, namun perbedaannya adalah di tahun 2015 dan 2016 salah 

satu IKU lebih menekankan pada jumlah transmigran yang difasilitasi 

penempatannya di SP sedangkan sejak tahun 2017 IKU lebih menekankan pada 

pembangunan permukiman yang dibangun secara layak dan fungsional. 

Perbandingan capaian atau realisasi Kinerja Ditjen PKP2Trans selama 5 

tahun (2015-2019) disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PKP2Trans  
Tahun 2015 - 2019 

Tahun 
Indikator Kinerja 

Utama I 
T R % 

Indikator Kinerja 
Utama II 

T R % 

2015 Jumlah kawasan 
yang berpotensi 
untuk dibangun 
dan dikembangkan 

23 23 100 Jumlah permukiman 
transmigrasi yang 
dibangun dan siap 
dimanfaatkan 
sebagai tempat 
tinggal dan tempat 
berusaha yang layak 

49 50 102,04 

2016 26 26 100 73 72 98,63 
2017 43 52 120,93 21 21 100 
2018 52 39 75 38 37 97.36 
2019 10 12 120 62 61 98,38 

 

Berdasarkan Tabel 3.4, tren capaian kinerja Ditjen PKP2Trans cenderung 

fluktuatif. Terdapat penurunan pencapaian kinerja di tahun 2018 yang dikarenakan 

adanya peningkatan standar/kualitas Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). 

Dengan adanya hal tersebut terdapat beberapa satker daerah yang masuk dalam 

144 kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan tidak dapat memenuhi RKT dan 
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mengakibatkan penetapan kawasan transmigrasi tidak terealisasi. Disisi lain, 

dalam pencapaian pembangunan satuan permukiman peran seluruh stakeholder 

perlu dioptimalkan. Pada tahun 2018, penurunan kinerja diakibatkan oleh pihak 

ketiga (kontraktor) yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu secara 

efektif dan efisien. Capaian kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 mengalami 

peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 dan tahun sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan adanya langkah strategis secara komprehensif yang dilaksanakan 

oleh para stakeholder dengan mempertimbangkan pelajaran dari tahun 

sebelumnya.  

3. Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan 

dan Penurunan Kinerja 

Capaian keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen 

PKP2Trans dicerminkan dari realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Ditjen PKP2Trans yang memiliki 2 IKU pada tahun 2019 memiliki tingkat 

keberhasilan yang berbeda untuk setiap IKU-nya. Capaian IKU penetapan 

kawasan transmigrasi di tahun 2019 mencapai 120%, terjadi peningkatan capaian 

dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang aktif antara 

pemerintah pusat dan daerah. Penetapan kawasan transmigrasi yang melebihi 

target pada tahun 2019 dikarenakan adanya koordinasi antara pusat dan daerah 

yang aktif sehingga daerah yang awalnya baru hanya mengusulkan surat usulan 

bupati, setelah dilakukan koordinasi dengan pusat segera ditindaklanjuti dengan 

surat rekomendasi gubernur. Oleh karena itu, proses penilaian bisa segera 

dilakukan dan isi dokumen RKT yang dinilai pun mencakup 10 muatan RKT 

sehingga nilainya memenuhi syarat. 

Capaian IKU pembangunan satuan permukiman yang layak dan fungsional 

sebesar 98,22%. Pada tahun 2019 pembangunan RTJK sebanyak 1.428 Unit 

terbangun dan fungsional sebanyak 1.393 Unit, adapun permasalahan yang 

dihadapi antara lain:   

a) Pembukaan Lahan di lokasi Tinauka SP. 3 Kab. Donggala Prov. Sulawesi 

Tengah seluas 47 Ha tidak dilaksanakan pembukaan, dikarenakan pihak 

Dinas Kabupaten menghentikan kegiatan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi dengan alasan perlunya redesign RTSP; 

b) Pembangunan RTJK di lokasi Tinauka SP. 3 Kab. Donggala Prov. Sulawesi 

Tengah sebanyak 25 Unit tidak terbangun, dikarenakan pihak Dinas 
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Kabupaten menghentikan kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

dengan alasan perlunya redesign RTSP; 

c) Pembangunan Sumur Gali di lokasi Tinauka SP. 3 Kab. Donggala Prov. 

Sulawesi Tengah sebanyak 25 Buah tidak terbangun, dikarenakan pihak 

Dinas Kabupaten menghentikan kegiatan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi dengan alasan perlunya redesign RTSP; 

d) Pembangunan RTJK di Sigulai Kab. Simeulue Prov. Aceh sebanyak 10 Unit 

tidak terbangun, dikarenakan waktu sudah memasuki musim hujan dan 

material terlambat didatangkan sehingga kontraktor tidak dapat melaksanakan 

pekerjaan; 

e) Pembangunan Jalan Desa di lokasi Sigulai Kab. Simeulue Prov. Aceh tidak 

terbangun, dikarenakan trase jalan melewati daerah rawa yang tergenang 

sepanjang tahun sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun; 

f) Pembukaan Lahan di lokasi Sigulai Kab. Simeulue Prov. Aceh seluas 8 Ha 

tidak dilaksanakan pembukaan, karena pepohonan yang ada akan digunakan 

sebagai peneduh tanaman jernang dan pohon pinang yang rencananya akan 

dibudidayakan oleh transmigran; 

g) Pembangunan Jalan Poros di lokasi Dungkean Kab. Banggai Laut Prov. 

Sulawesi Tengah yang belum selesai sepanjang 0,13 Km, dikarenakan lokasi 

jalan tersebut tergenang air, sehingga penimbunan tidak bisa dilakukan. 

Kondisi ini juga mempengaruhi mobilisasi alat berat; 

h) Pembangunan SAB Perpipaan / Non Standar di lokasi Palahonang Kab. 

Sumba Timur Prov. Nusa Tenggara Timur tidak terbangun, dikarenakan 

sumber air utama jauh dari lokasi dan belum ada DED; 

i) Pembangunan SAB Perpipaan / Non Standar di lokasi Wemaringi Kab. Sumba 

Barat Prov. Nusa Tenggara Timur tidak terbangun, dikarenakan SAB 

Perpipaan / Non Standar sudah tersedia; 

j) Pembangunan SAB Perpipaan / Non Standar di lokasi Dadahup A6 Kab. 

Kapuas Prov. Kalimantan Tengah tidak terbangun, dikarenakan SAB 

Perpipaan / Non Standar sudah tersedia. 

Adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan diantaranya: 

a) Koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten melalui rapat pengendalian; 

b) Perlu dilakukan Redesign RTSP terhadap lokasi-lokasi yang bermasalah baik 

dari ketersediaan lahan yang layak maupun dari segi desain teknis; 
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c) Menyusun detal desain/DED terhadap kegiatan yang memiliki kendala teknis 

dalam pembangunan dan tidak dapat dilaksanakan menggunakan desain 

satandar. 

d) Perbaikan terhadap manajemen proyek, supply material, peralatan dan tenaga 

kerja untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan; 

e) Anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/terselesaikan sesuai 

dengan kontrak harus dikembalikan ke kas Negara; 

f) Timeline Tahapan pelaksanaan kegiatan dari lelang hingga pelaksanaan fisik 

dilapangan harus diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari gagal 

lelang; 

g) Disarankan pihak Inspektorat untuk melakukan verifikasi terhadap pekerjaan 

RTJK  yang belum selesai, sehingga dapat dianggarkan di tahun 2020; 

 

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu 

(SMART) DJA Keuangan, terdapat 5 (lima) komponen penilaian kinerja yaitu 

Capaian Keluaran Program, Penyerapan Anggaran, Capaian Sasaran Program, 

Efisiensi, dan Rata-rata Nilai Satker. Hasil penilaian kinerja aspek implementasi 

terdiri atas penyerapan anggaran, konsistensi, pencapaian keluaran yang didapat 

dari hasil pelaksanaan program/kegiatan di level satker, dan efisiensi. Sedangkan 

aspek manfaat dilihat dari capaian Keluaran Program dan Capaian Sasaran 

Program. 

 

Gambar 3.2 Nilai Capaian Kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019  
berdasarkan aplikasi SMART 

Penyerapan anggaran Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 mencapai nilai 97,71 

dengan konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan sebesar 92,18. 

Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat kegiatan 
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yang tidak terlaksana secara maksimal, seperti pembangunan permukiman 

transmigrasi yang pembangunannya ada yang tidak selesai. Namun disisi lain, 

penyerapan anggaran Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 dinilai sudah cukup 

konsisten dengan Rencana Penarikan Dana.  

Pencapaian keluaran Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 yang dilakukan adalah 

dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target 

volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target 

indikator kinerja keluaran didapatkan dari rata-rata nilai satker oleh sistem. Hingga 

saat ini, rata-rata nilai satker mencapai 79,81. Adanya satker daerah yang 

konsistensi penyerapan anggaran terhadap RPD awal dan akhir bernilai 0 

memengaruhi nilai kinerja satker tersebut menjadi tidak baik. Hal tersebut 

dikarenakan realisasi penyerapan anggaran lebih besar hingga 2 kali lipat dari 

Rencana Penarikan Dana sehingga deviasinya besar. Oleh karenanya perlu 

perbaikan dalam perencanaan penarikan dana di awal agar penyerapan anggaran 

dapat berjalan konsisten dan menandakan bahwa perencanaan telah disusun 

secara baik dan tepat. Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dan kesepahaman 

persepsi dalam pengisian laporan SMART karena di tahun 2019 ini masih banyak 

satker daerah yang keliru dalam pengisiannya seperti masih adanya satker yang 

melakukan pengisian secara akumulatif, pengisian RVK yang tidak terealisasi 

padahal sebenarnya sudah tercapai, dan keluputan dalam pengisian IKK. Hal ini 

memengaruhi nilai kinerja daerah menjadi rendah. 

Penilaian tingkat efisiensi berdasarkan perbandingan antara realisasi 

anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran. 

Semakin tinggi efisiensi maka semakin baik kinerja pelaksanaan kegiatan, dimana 

batas toleransi sistem untuk toleransi adalah sebesar 20. Pada tahun 2019, nilai 

efisiensi Ditjen PKP2Trans adalah 1,42. Hal ini menandakan bahwa efisiensi Ditjen 

PKP2Trans belum optimal. 

Dari sisi aspek manfaat, Capaian Keluaran Program dan Capaian Sasaran 

Program Ditjen PKP2Trans mencapai nilai 99,11. Hal ini menandakan bahwa 

pelaksanaan program dan pencapaian sasaran program sudah sangat baik. Dari 

2 IKU Ditjen PKP2Trans salah satu diantaranya telah mencapai 100% untuk 

penetapan kawasan meskipun realisasi seluruhnya mencapai 120%, namun satu 

IKU lainnya pencapaian sebesar 98,22% untuk pembangunan satuan permukiman 

yang layak dan fungsional. Adanya ketidaktercapaian keluaran dan sasaran 

program menjadi bahan evaluasi Ditjen PKP2Trans kedepannya untuk 
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memperbaiki dan meningkatkan monitoring dan pengendalian pelaksanaan 

program dan kegiatan agar pelaksanaan berjalan optimal dan maksimal. 

 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dukungan anggaran Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 sebesar Rp 390.118.518.000,- (tiga ratus 

sembilan puluh milyar seratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu 

rupiah). Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan di Pusat sebesar                   

Rp 142.992.247.000,- (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan 

puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau 36,65% dan Daerah 

sebesar Rp 247.126.271.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar seratus dua 

puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 63,35%. Hingga posisi 

31 Desember 2019, realisasi anggaran sebesar Rp  381.191.419.310,- (tiga ratus 

delapan puluh satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan 

belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau 97,71% yang secara rinci dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Program PKP2Trans Tahun 2019 

No Uraian Pagu (Rp) 
Realisasi 

Keuangan (Rp) % 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Pusat 142.526.438.000 141.539.653.342 99,32 
2 Daerah 247.592.080.000 239.637.290.168 96,79 

TOTAL 390.118.518.000 381.191.419.310 97,71 
Sumber : OMSPAN, 6 Februari 2020 
 

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Ditjen PKP2Trans per Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2019 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PAGU (Rp) 
REALISASI 

KEUANGAN (Rp) % 
1 Jumlah kawasan yang 

berpotensi untuk dibangun 
dan dikembangkan 

73.244.011.448 72.350.895.952 98,78% 

2 Jumlah permukiman 
transmigrasi yang dibangun 
dan siap dimanfaatkan 
sebagai tempat tinggal dan 
tempat berusaha yang 
layak 

316.874.506.552 308.840.523.358 97,46% 

TOTAL   97,71% 
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Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas dapat diketahui bahwa 

penyerapan anggaran Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 sebesar 97,71%, dimana 

capaian ini merupakan capaian yang baik. Berdasar capaian kinerja dan realisasi 

anggaran yang ada terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih kurang 

maksimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses 

 penyerapan anggaran adalah: 

1. Waktu pelaksanaan revisi DIPA dilakukan menjelang akhir tahun anggaran 

sehingga beberapa kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi 

terhambat dan tidak berjalan; 

2. Terdapat satker daerah (pelaksana) yang tidak sanggup melaksanakan 

kegiatan yang sudah direncanakan. 

                                                                                            

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 

1. Tingkat Lanjut Kepatuhan terhadap Perundangan-Undangan Direktorat 

Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi 

Tindak lanjut kepatuhan terhadap perundang-undangan Direktorat Jenderal 

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilakukan 

dengan Monthly Report untuk pemeriksaan intern. Sasaran atau tujuan secara 

menyeluruh dari Monthly Report adalah memberikan penilaian yang 

independen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan, dan 

segala aktivitas di dalam suatu Organisasi di lingkungan kerja Instansi dan 

memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut 

kepada masing-masing penangung jawab bagian di lingkungan Instansi dalam 

mengambil keputusan. Tujuan pemeriksaan intern membantu organisasi dalam 

mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk 

mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, 

pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik 

Capaian IKU ketiga Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 yaitu persentase 

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai 

ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap 

Perundang-undangan) yang mencapai 50,26% dari target 10%. Temuan 

PKP2Trans Tahun 2018 senilai Rp 3.278.459.178,- (tiga milyar dua ratus tujuh 

puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh 
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delapan rupiah) telah ditindaklanjuti penyelesaiannya sebesar                                               

Rp 1.647.666.634,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus 

enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sampai dengan 3 

Januari 2019. Adapun tindak lanjut dalam proses pengembalian di masing-

masing direktorat. 

 

Gambar 3.3 Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Ditjen PKP2Trans Tahun 2018 
 

2. Kongres Transmigrasi Nasional Tahun 2019 Restorasi Transmigrasi 4.0 

Program pengembangan transmigrasi saat ini difokuskan pada 4 (empat) 

hal  yaitu revitalisasi kawasan trasmigrasi, pemenuhan standar pelayanan 

minimal, kemitraan sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak 

swasta dan lintas sektor terkait, dan penyelesaian sertifikat tanah hak milik. 

Pada saat ini transmigrasi tidak hanya ditujukan untuk persebaran penduduk, 

namun juga untuk meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi sehingga 

dapat menarik investor dan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

yang baru. 
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Gambar 3.4 Kongres Transmigrasi Nasional Tahun 2019 

Bertempat di Grha Saba Pramana (GSP) Universitas Gadjah Mada pada 

tanggal 17 September 2019 telah diselenggarakan Kongres Nasional 

Transmigrasi Tahun 2019. Kongres Nasional yang dibuka oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras, Eko Putro Sandjojo, BSEE, 

MBA mengangkat tema Restorasi Transmigrasi 4.0 : Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia Mandiri dan Sejahtera. Acara Kongres dihadiri oleh sekitar 350 

undangan dan 1.200 Partisipan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di 

Yogyakarta serta dimeriahkan dengan pameran oleh Ditjen PKP2Trans  dengan 

menampilkan aplikasi Sipukat (Sistem Peta Kawasan Transmigrasi Terpadu), 

BBLM Yogyakarta, BBLM Kalimanatan Selatan, Ditjen PKTrans dan Himbara 

(BNI, BRI dan Mandiri).  

Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Deklarasi Bulak Sumur 

dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 (Green Transpolitan 4.0) oleh 

perwakilan dari 5 unsur pada Pentahelix Ketransmigrasian yaitu Pemerintah, 

Akademisi, Swasta, Komunitas dan Media. Melalui deklarasi ini, kelima unsur 

tersebut bersepakat untuk: 

a. Melaksanakan Revolusi Transmigrasi 4.0 Indonesia Inovatif dalam 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Wilayah 

sebagai Kebijakan Nasional. 

b. Pembangunan Green Transpolitan 4.0 sebagai Program Prioritas Nasional 

yang berorientasi pada Pasar Ekonomi dan Tata Ruang Wilayah. 
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c. Mengembangkan konsep baru Green Transpolitan 4.0 Berbasis Ekonomi 

Digital dan Branding dengan Sumber Daya Manusia sebagai Kunci 

Perubahan Transmigarasi Konvensional ke Transpolitan 4.0. 

d. Mengembangkan Inovasi Kawasan Green Transpolitan 4.0 menjadi 

Transscience Technopark yang tumbuh cepat terintegrasi dengan 

Pembangunan Wilayah. 

e. Gerakan Nasional Green Transpolitan 4.0 dengan Pola Pengembangan 

Kemitraan Pentahelix, meliputi Pemerintah, Akademisi, Swasta, Komunitas, 

dan Media. 

 

Transpolitan sebenarnya bukan merupakan sebuah konsep yang benar-

benar baru dalam pembangunan Kawasan transmigrasi. Transpolitan 

merupakan pengembangan konsep Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

dimana pembangunan lebih berorientasi kepada kebutuhan dan potensi di 

daerah tujuan, inklusi dengan pelibatan semua pihak yang berkepentingan 

melalui koordinasi dan integrasi serta adanya focus untuk meningkatan 

pengetahuan transmigran dalam bidang IT baik untuk produksi maupun 

pemasaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas para transmigran. 

 

3. Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) 

SIPUKAT merupakan Sistem Informasi Kawasan Transmigrasi dalam 

bentuk informasi spasial (peta) dan informasi atribut berbasis WEB GIS 

(Geographic Information System) dengan database Peta Terpadu Kawasan 

Transmigrasi. SIPUKAT mempunyai basis data spasial yang berfungsi sebagai 

data dasar bidang transmigrasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak 

sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan data spasial. SIPUKAT 

yang berada di bawah Sub Direktorat Identifikasi dan Informasi Potensi 

Kawasan Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi tercipta dari kondisi 

belum terintegrasinya peta potensi, perencanaan penetapan kawasan, 

komoditas unggulan, SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), Lokasi Wisata 

dan IPT yang dibuat basis datanya secara efektif, akurat dan informatif. 

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi (Ditjen PK2PTrans) melalui Kementerian Desa, PDT dan 

Transmigrasi meluncurkan aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu 

Kawasan Transmigrasi) pada tanggal 11 Oktober 2019 dan pada tanggal 17 
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Desember 2019 aplikasi SIPUKAT telah terdaftar Hak Cipta dengan nomor 

Surat Pencatatan Ciptaan EC00201989952 sebagaimana terlampir.  
 

 

Gambar 3.5 Aplikasi SIPUKAT 

Dengan adanya data spasial pada SIPUKAT ini, masyarakat dapat 

mengakses berbagai informasi mengenai kawasan transmigrasi, antara lain 

tentang data potensi kawasan, SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), 

penetapan kawasan, RSKP (Rencana Satuan Kawasan Pengembangan), 

RTSP (Rencana Teknis Satuan Permukiman), perwujudan ruang, penempatan 

transmigran, HPL (Hak Pengelolaan Lahan), UPT Bina (Unit Permukiman 

Transmigrasi) serta data penunjang lain seperti profil kawasan, komoditas 

unggulan, lokasi wisata dan video lokasi di kawasan transmigrasi. 

Saat ini aplikasi SIPUKAT masih dalam proses pengembangan dan 

penginputan data, namun sudah bisa diakses dengan cara masuk ke website 

sipukat.kemendesa.go.id. Pengguna hanya tinggal memasukkan captcha lalu 

klik jenis informasi apa yang dibutuhkan, maka detail informasi sudah tersedia.  

Ke depannya, aplikasi SIPUKAT dapat didownload di perangkat android melalui 

Play Store. Diharapkan dengan adanya aplikasi SIPUKAT ini dapat 

mempermudah masyarakat dalam mengakses data seputar kawasan 

transmigrasi. 

  

4. Kegiatan Ditjen PKP2Trans yang dipantau oleh Kantor Sekretariat 

Presiden (KSP) Tahun 2019 

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi memiliki kegiatan yang dipantau 

langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam rangka mendukung 
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kedaulatan pangan negara Indonesia, Ditjen PKP2Trans memiliki kegiatan 

prioritas berupa pembangunan embung, yang dalam hal ini menjadi tanggung 

jawab Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Pembangunan 

embung di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 7 unit di lokasi transmigrasi: 

a. Lokasi UPT Rano, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat; 

b. Lokasi Salondeang, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat; 

c. Lokasi Desa Kapitan Meo (Baru), Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur; 

d. Lokasi SKP A Desa Wanaraya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera 

Selatan; 

e. Lokasi Raimuna, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara; 

f. Lokasi Lakabu Momuntu, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi 

Tenggara;  

g. Lokasi Bekkae SP.2, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Pemantauan dilakukan secara triwulanan yang dibagi dalam tahap B03, 

B06, B09, dan B12. Pada B03, progres yang dilaporkan pada KSP berupa ToR, 

RAB, dan desain embung. Pada B06, progres yang telah dilaporkan adalah 

dokumen yang menggambarkan proses pengadaan barang dan jasa, daftar 

lokus dan koordinat pembangunan embung dan PIC di lokasi bantuan. Pada 

B09, progres yang telah dilaporkan adalah dokumen kontrak pembangunan 

embung dan laporan monev pelaksanaan pembangunan embung. Dan pada 

B12, data pendukung yang telah disampaikan Ditjen PKP2Trans kepada Biro 

Perencanaan selaku koordinator pelaksana kegiatan priortas yang dipantau 

KSP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

adalah laporan akhir pelaksanaan, dokumentasi, dan Berita Acara Serah 

Terima (BAST) dari masing-masing daerah yang mengemban tugas 

pembangunan embung. Hingga akhir tahun 2019, pembangunan embung 

yang dimaksud telah terealisasi 100% dengan nilai kontrak sebesar                       

Rp 3.387.083.330,-. Adapun daftar pembangunan embung Ditjen PKP2Trans 

Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada lampiran. 
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5. Capaian Kinerja Lainnya Ditjen PKP2Trans 

 

Gambar 3.6 Capaian Kinerja Lainnya Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 

Capaian lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program Ditjen 

PKP2Trans beberapa diantaranya adalah: 

a. Fasilitasi Penerbitan Sertifakat HPL 

Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi 

dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah oleh pemerintah daerah 

tujuan yang mana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKT dan 

rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Penyediaan tanah untuk 

pembangunan kawasan transmigrasi harus bersifat clear and clean yang 

selanjutnya perlu adanya SK Hak Pengelolaan (HPL) yang didaftarkan untuk 

mendapatkan Sertifikat HPL. Ditjen PKP2Trans memfasilitasi penerbitan 

Sertifikat HPL di Tahun 2019 dengan target seluas 15.000 Ha dan yang 

terealisasi 15.334 Ha. 

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan 

Transmigrasi 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi. 

Pada tahun 2019 sebanyak 26 dokumen perencanaan pembangunan dan 
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pengembangan kawasan transmigrasi telah terealisasi dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Jumlah Dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 

sebanyak 9 Dokumen, sudah terealisasi 100%. 

b. Jumlah Dokumen Rencana Satuan Permukiman (RTSP) sebanyak 7 

Dokumen, sudah terealisasi 100%. 

c. Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan 

sebanyak 6 Dokumen, sudah terealisasi 100%. 

d. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Masyarakat  

(Renbangmas) sebanyak 4 Dokumen, sudah terealisasi 100%. 

c. Fasilitasi Penempatan Transmigran 

Output akhir dari pelaksanaan program Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi adalah penempatan 

transmigran di daerah tujuan lokasi transmigrasi. Jumlah target keluarga 

yang difasilitasi perpindahan ke lokasi transmigrasi tahun 2019 sejumlah 

1.465 KK, terealisasi 1.408 KK atau 96,11%. 

d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang 

integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus 

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP di Ditjen PKP2Trans dilakukan 

untuk mengetahui progress peningkatan penyelenggaraan SPIP pada DItjen 

PKP2Trans secara up to date melalui verifikasi bukti yang terdiri atas: 

dokumen, wawancara pimpinan, wawancara pegawai, kueisoner lanjutan, 

dan observasi langsung ke Ditjen PKP2Trans. Berdasarkan hasil penilaian 

pada website penilaian SPIP BPKP, Ditjen PKP2Trans memperoleh nilai skor 

maturitas SPIP senilai 3,038. Hal ini menunjukan bahwa sesuai penilaian 

mandiri Ditjen PKP2Trans sudah berada pada level 3 dengan tingkat 

maturitas SPIP atau mencapai tingkat ‘Terdefinisi’ dan sudah mencapai 

target RPJMN 2015 – 2019. 
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BAB IV 
P E N U T U P 

 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan metode skoring, capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan 

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) 

pada Tahun 2019 sebasar 109,11% atau Sangat Berhasil dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp 381.187.013.860 atau 97,71% dari total pagu anggaran.  

2. Capaian IKU Ditjen PKP2Trans adalah telah ditetapkan 12 kawasan transmigrasi 

pada tahun 2019 dengan capaian 120% dan pelaksanaan pembangunan satuan 

permukiman pada tahun 2019 mencapai 98,22%. 

3. Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang 

selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap 

Perundang-undangan) yang mencapai 50,26% dari target 10%. 

4. Koordinasi yang aktif antara pemerintah pusat dan satuan kerja daerah telah 

mendorong percepatan pelaksanaan program Ditjen PKP2Trans. 
 

B. LANGKAH STRATEGIS  

Pada pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PKP2Trans tidak dipungkiri mengalami 

kendala/hambatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target 

kinerja telah diuraikan pada poin Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan 

Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja. Dalam rangka meningkatkan 

capaian kinerja Ditjen PKP2Trans Tahun 2019, telah dilakukan beberapa langkah 

strategis sebagai upaya pengendalian terkait adanya indikasi pelaksanaan kegiatan 

yang tidak sesuai target waktu pelaksanaannya, yaitu: 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, baik di 

pusat dan daerah;  

2. Melakukan rapat pengendalian, yang mana pada tahun 2019 telah dilakukan 2 

kali rapat; dan 

3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder. 

 

C. SARAN 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk 

mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PKP2Trans. 

2. Meningkatkan koordinasi dan melakukan kesepahaman terkait program. 
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3. Menyusun timeline yang lebih realistis terhadap perencanaan dan revisi 

anggaran. 

4. Melakukan pemantauan secara rutin setiap progress pelaksanaan 

pelelangan/pengadaan barang/jasa sehingga dapat diketahui secara dini 

hambatan yang terjadi. 

5. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM agar dapat cepat tanggap dalam 

memprediksi atau mendeteksi dini terhadap perubahan lingkungan kerja 

strategis sehingga dapat memberikan kontribusi dan peran positif bagi 

peningkatan kinerja dan mampu segera mengambil langkah-langkah antisipatif 

dalam memecahkan persoalan di lingkup Ditjen PKP2Trans. 

  

Direktorat Jenderal  

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transmigrasi 
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